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DAFTAR ISI

No Media Tanggal News Title Resume
Kementerian PUPR merealisasikan penyediaan dan rehabilitasi
1 Kompas Kamis, 4 April Hunian Layak untuk | hunian yang layak bagi masyarakat Papua selama setahun
(Halaman, 15) 2019 Ribuan Warga Papua | terakhir. Total sebanyak 305 unit rumah dibangun dan rumah
milik 5.500 keluarga direhabilitasi.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa
" . . . Kawasan Ekonomi pengajuan Kawasan Ekonomi Khusus Pangandaran ditolak oleh
Bisnis Indonesia Kamis, 4 April . .
2 (Halaman, 8) 2019 Khusus Pangandaran | pusat. Pada pengajuan awal 2019, Pangandaranditolak karena
! Ditolak kawasan tersebut tidak boleh 100% dikhususkan untuk hanya
pariwisata.
Menteri PUPR Basuki Hadimulj tak h i
Bisnis Indonesia Kamis, 4 April 2 Tahun, Normalisasi enteri PU . .asg ! adlmUJo.no mengata .an k?a wa s.ampal
3 (Halaman, 7) 2019 Sungai Terhenti dengan saat ini tidak ada kegiatan normalisasi sungai yang
! & dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Bisnis Indonesia Kamis, 4 April Kondisi 30 PDAM Ba.dan Peningkatan Penyelenggaraan .Slst(.em Penyediaan Air
4 . Minum menargetkan penyehatan kinerja 30 perusahaan
(Halaman, 7) 2019 Diupayakan Sehat L .
daerah air minum sepanjang 2019.
. . . . . - Pasalnya, banyak negara yang mencurigai bahwa ada muatan
Bisnis Indonesia Kamis, 4 April Memperjelas Misi e .
| lik 1 f Bel R BOR k
5 (Halaman, 5) 2019 OBOR politis di Pa i r.1|s.|at.| elt and Road (OBOR) yang dicanangkan
oleh presiden Xi Jinping tersebut.
Ketika jalan tol Merak hingga Banyuwangi nyaris terhubung,
Bisnis Indonesia Kamis, 4 April Tetap . tercipta harapan bahwa arus barang dan jasa akan sema!qn
6 (Halaman, 2) 2019 Memprioritaskan lancer. Jawa, yang merupakan tulang punggung perekonomian
! Infrastruktur Indonesia, masih memiliki peluang bergerak lebih cepat dan

menciptakan pusat-pusat perekonomian baru.




Judul Hunian Layak untuk Ribuan Warga Papua

Tanggal

Kamis, 4 April
2019

Media Kompas (Halaman, 15)

Kementerian PUPR merealisasikan penyediaan dan rehabilitasi hunian yang layak bagi masyarakat

Resume Papua selama setahun terakhir. Total sebanyak 305 unit rumah dibangun dan rumah milik 5.500

keluarga direhabilitasi.

Hunian Layak untuk
Ribuan Warga Papua

JAYAPURA, KOMPAS — Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat merealisasikan penyediaan dan rehabili-
tasi hunian yang layak bagi masyarakat Papua selama setahun
terakhir, Total sebanyak 305 unit rumah dibangun dan rumah
milik 5.500 keluarga direhabilitasi.

Kepala Satuan Non-vertikal Tertentu (SNVT) Provinsi
Papua Malikidin Soltip mengatakan, Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR melalui SNVT
melaksanakan dua program sepanjang tahun 2018. Program
itu meliputi Rumah Khusus dengan pembangunan 305 unit
rumah di 16 kabupaten dan Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya untuk merehabilitasi rumah milik 5.500 keluarga di
19 kabupaten.

Program Rumah Khusus diberikan kepada masyarakat
dengan kategori berpenghasilan rendah. Mereka menda-
patkan rumah tipe 36 yang dilengkapi dengan ventilasi udara,
kamar mandi, dan instalasi listrik. Sementara program Ban-
tuan Stimulan Perumahan Swadaya memberikan dana Rp 15
juta untuk rehabilitasi rumah warga di daerah pesisir dan Rp
30 juta bagi warga di pegunungan Papua.

"Target program Rumah Khusus dan Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya berdasarkan usulan dari pemda di
daerah-daerah tersebut. Kedua program ini sangat membantu
Pemprov Papua dalam pemenuhan hunian yang layak dan
nyaman bagi masyarakat di daerah pedalaman,” kata Malikidin
di Jayapura, Papua, Rabu (3/4/2019).

Ta menyampaikan, sebelum adanya kedua program ter-
sebut, kondisi rumah warga sangat memprihatinkan. Rata-rata
tim SNVT Papua menemukan di rumah-rumabh itu tidak ada
kamar mandi dan ventilasi udara.

"Kondisi rumah yang tidak layak dan tidak sehat menye-
babkan warga rentan sakit, seperti infeksi saluran pernapasan
dan diare. Dengan kedua program ini, kami berharap kualitas
kesehatan masyarakat dapat meningkat,” tuturnya.

Tahun ini, SNVT Papua akan tetap melaksanakan program
Rumah Khusus, tetapi hanya di lima kabupaten. Kelima
daerah itu meliputi Nabire, Biak Numfor, Puncak Jaya,
Jayawijaya, dan Boven Digoel.

"Program Rumah Khusus pada tahun ini sebanyak 175 unit.
Sementara program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
masih untuk 19 kabupaten dengan target 3.000 unit yang
diperbaiki pada tahap pertama. Menurut rencana, kami akan
menambah jumlah yang direhabilitasi hingga 12000 unit
rumah pada tahap kedua,” tambahnya.

Apresiasi

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua, Thomas
Sondegau, mengapresiasi kedua program tersebut sebab men-
jawab kebutuhan masyarakat di daerah pedalaman. Kedua
program ini juga berperan untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat Papua.

Diketahui bahwa hingga tahun 2017, Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) di Papua menempati peringkat ke-34 dengan
poin 59,09. Angka ini berada di bawah standar nasional, yakni
70,81. Tiga unsur penilaian IPM meliputi kesehatan, tingkat
pendidikan, dan standar kehidupan atau ekonomi.

"Kedua program ini membuktikan bahwa perhatian pe-
merintah pusat tidak hanya membangun jalan dan jembatan di
Papua. Kebutuhan warga untuk mendapatkan rumah yang
layak juga terpenuhi,” ujar Thomas. (FLO)




Judul Kawasan Ekonomi Khusus Pangandaran Ditolak Tanggal g(a)rlngls, 4 April
Media Bisnis Indonesia (Halaman, 8)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa pengajuan Kawasan Ekonomi Khusus
Resume Pangandaran ditolak oleh pusat. Pada pengajuan awal 2019, Pangandaranditolak karena kawasan
tersebut tidak boleh 100% dikhususkan untuk hanya pariwisata.

awasan Ekonomi Khusus
angandaran Ditolak

Bisnis, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa
Barat harus memperbaiki sejumlah persyaratan agar
pengajuan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK
Pangandaran disetujui pemerintah pusat.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
mengungkapkan bahwa pengajuan
kawasan ekonomi khusus Pangandaran
ditolak oleh pusat. Pada juan awal
2019, Pangadaran ditolak na Kawasan
tersebut tidak boleh 100% dikhususkan
untuk hanya pariwisata.

“Harus ada komponen lain. Jadi
pariwisata dan teknologi maritim, mudah-
mudahan bisa lolos dalam 2 bulan ini,”
katanya di Bandung, Selasa (2/4).

Menurutnya, komite KEK meminta
tambahan agar Pangandaran tidak mutlak
menjadi lokasi pariwisata tetapi ada misi

Oleh karena itu, dalam perbaikan
persyaratan ke depan, bersama Pemkab
Pangandaran dan pengelola, Pemprov
Jabar akan memberi porsi 80% bagi
paniwisata dan 20% i kemaritiman.
“Kita sudah paham [kekurangannya), bayi
pertama butuh penyesuaian,” ujamya.

Disinggung soal Cikidang, Sukabumi
yang lebih siap jadi KEK, pihaknya menilai,
bisa saja kawasan t lebih dahulu
ditetapkan sebagai
KEK. Menurutnya,
antara Pangandaran
dan Cikidang

KEK P n dan KEK Cikidang agar
hisa ditetapkan pada tahun ini. Menurutnya,
paling realistis pada September mendatang
status tersebut sudah bisa didapatkan. “Yang
pertama paling KEK Cikidang karena ada
dua industri di sana, yaitu pariwisata dan
pendidikan tinggi. Untuk Pangandaran
menjadi paniwisata dan kemaritiman,”
ulamya.

Dari pengalaman penetapan KEK di
wilayah Lin, waktu 6 bulan cukup agar
dua kawasan tersebut segera menyandang
status KEK.

Menpar membantah jika awalnya
status dua KEK tersebut bisa diraih pada
Maret 2019 lalu, karena saat itu hanya
menjanjikan mengawal seluruh persyaratan
masuk. “Temyata semua persyaratan secara
administrasi sudah, setelah persyaratan
paling cepat 3 bulan [ditetapkan] tetapi
saya tidak berani, 6 bulan saja,” papamya.

Dia mengungkapkan bahwa pengajuan
dari Jawa Barat sama tepat waktunya
dengan Sulawesi Utara yang seluruh
persyaratan selesai pada Maret. Namun, dia
memilih mempercepat pengajuan Sulawesi
Utara, karena lebih yakin kesiapan di

Profil KEK Pangandaran

hanya masalah

» Komite KEK meminta
tambahan agar Pangandaran
tidak mutlak menjadi lokasi
pariwisata tetapi ada misi
pendidikan.

daerah. Jadi, Arlef menjanjikan bahwa
khusus pengajuan dari Jawa Barat akan
dikawal secara pribadi. “Saya kawal
sendiri, hari ini saya instruksikan untuk
membentuk tim, ketuanya adalah Menpar.”
tegasnya.

Tim ini, menurutnya, akan mengawal
hanya sampai pembahasan di tingkat
KEK. Kementerian Pariwisata selanjutnya
setelah matang akan ditembuskan ke
Kementerian Perekonomian

Selain Cikidang dan Pangandaran, tim
ini juga akan mengawal usulan KEK
lain yang datang dan Jawa Barat, seperti
KEK Aerocity Kertajati, KEK Walini, KEK
Jatigede, dan KEK Pulau Pesisir Cirebon.
“Bukan hanya Cikidang dan Pangandaran
saja,” ujarnya.

¥ Perencanaan
Daerah (Bappeda) Jabar Taufiq BS me-
mastikan bahwa pemerintah pusat meminta
seluruh dokumen terkait dengan KEK
Pangandaran harus diperbaiki seluruhnya.

“Intinya pemerintah provinsi dan pihak
pemrakarsa telah memberikan dokumen
pada Dewan KEK, pusat. Saya dapat
informasi, Pangandaran diminta dibahas
ulang,” katanya.

Salah satu item pertwikan yang harus
dilakukan adalah pusat meminta agar ada
agenda pariwisata internasional disiapkan di
Pangandaran. “Penekannya pada kegiatan
pariwisata yang skalanya internasional.
Yang sebetulnya secara subtansi itu perlu

penjadwalan, ( Lahan: dielaborasi dalam liporan yang sudah
bukan perbedaan 200 hektare dibuat, itu saja,” katanya,
pe'rl.lvkuan“auu Taufiq menjelaskan bahwa
pnor'laus. Dua- Investasi Kawasan: pengsn;g::mur:j aﬂo:jus:)nedr;
ini masalah RMN mifiar tenggat berapa lama
penjadwalan saja - perbaikan harus
dan masalah Investasi Pelaku Jawa Barat selesal.
administrasi,” Usaha: @- Namun, pihak-
katanya. ] nya memastikan,
Di lemau yang Rp494 miflar zl‘hll:a mm)h iapkan
sama, Menteri 1. ngl strategis
Pariwisata Arief Proyeksi Tenaga Kerja: . AgAT pengusungan
Yil(hya berianiii \ 36.386 orang J Pangandaran tI:EI( Pangandaran
akan mengawa S Segera lerw-
khusus penetapan Sumber: Pemprov Jabar, 2019 SENG/RADITYO X0 jud. asn 0




Judul 2 Tahun, Normalisasi Sungai Terhenti Tanggal ggrlr;s, 4 April
Media Bisnis Indonesia (Halaman, 7)
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sampai dengan saat ini tidak ada kegiatan
Resume L . . . .
normalisasi sungai yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2 Tahun, Normalisasi Sungai Terhenti

Krizia P. Kinanti
krizia.putri®bisnis.com

Menteri Pekerjaan Umum dan Pe-
rumahan Rakyat Basuki Hadimuljono
mengatakan bahwa sampai dengan saat
ini tidak ada kegiatan normalisasi sungai
yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta.

“Kegiatan normalisasi sungai yang
seharusnya dikerjakan pemerintah pu-
sat berhenti sejak 2 tahun terakhir. Ya,
[terhenti] karena tidak ada pembebasan
lahan,” ujarnya menjawab pertanyaan
Bisnis, pekan lalu.

Menurut Basuki, pengendalian banjir
di Ibu Kota sebetulnya merupakan
konsep atau janji kampanye Gu-
bernur DKI Jakarta Anies
Baswedan.

Sementara itu,
bagi Kementerian
PUPR, normalisa-
si sungai seperti
yang sudah
dikerjakan
di Sungai

» Kementerian PUPR mem-
pertanyakan pengertian
naturalisasi versi Pemprov
DKI.

Ciliwung yakni dengan menata dan me-
lebarkan sungai tersebut,

“Kami ingin kolaborasi, tetapi kami
pengen nanya yang dimaksud oleh [Gu-
bernur] DKI naturalisasi sungai itu opo?
Kami undang sudah dua kali, yang da-
tang stafnya yang tidak mengerti. Kami
menunggu,” ujarmya.

Basuki menjelaskan bahwa
apabila makna naturalisasi
sudah jelas, berar-
ti tidak perlu
dilakukan

tender dan tinggal Pemerintah Provinsi
DKI melaksanakan saja. “Dialokasikan
anggarannya melalui sisa tender atau
anggaran tahun 2020, tetapi pasti jalan
dulu itu konsepnya multiyears
contract.”

Basuki menambahkan bahwa
bantaran sungai, Waduk Ciawi,

Waduk Sukamahi, dan sodetan
adalah proyek-proyek yang harus
dilaksanakan dalam rangka pe-

Banjir menjadi momok bagi sebagian penduduk
Jakarta. Ketika memasuki musim penghujan, warga lbu
Kota, khususnya di bantaran kali, sudah harus

Banjir

. o . bersiap-siap menghadapi datangnya banjir. Meski banjir ngendalian banjir.
Masih Terus Mengintai dtang dan pergi dengan cepat, tetapi frekuensinya bisa “Sodetan ini janji tahun ini akan
berulang. Pemerintah pun membuat sejumiah kebijakan dilakukan secara komitmen sudah

Warga Jakarta

Proyek Penanganan Banjir di Jakarta dan Sekitarnya*

P Waduk Clawi | & Sukamahi
©® Kebutuhan Lahan: 79 hadan 13 ha
® Kapasitas: 11,8 juta meter kubik dan
2 A4 juta meter kubik
@ Biaya: Rp1,9 triliun
@ Masa pembangunan: 2 tahun-3 tahun
©® Kendala: Topografi (tanah lembek), tinggi
tangqul tidak maksimal, dan pembebasan
lahan, koordinasi antara pemerintah wilayah
Sodetan Ciliwung-Cisadane
® Panjang 2,9 km
® Biaya: Rp1,5 trillun

Sumber: Dari berbagai sumber diolah

untuk menanggulangi banjir. Sayangnya, proyek itu kini
tak berjalan sesuai dengan perkiraan.

® Masa pembangunan: 3 tahun

@ Kendala: Koordinasi dengan Pemprov
Banten, pembebasan lahan, koordinasi
antara pemerintah wilayah.

P Muitipurpose Deep Tunnel
@ Panjang: 29 km
® Kapasitas: 250 meter kubik per detik
@ Biaya: Rp30 triliun
@ Masa pembangunan: S50 tahun
@ Kendala: Tidak layak, pembangunan butuh
waktu lama, biaya yang terlalu besar, ditolak
oleh Kementerian Pekerjaan Umu

Ket. *) Perhitungan awsl 2014

mengiyakan, kita tunggu beliau
[Gubernur DKI Anies Baswedan]
turun lapangan aja,” ujarnya.

ADA ANGGARAN

Berdasarkan catatan Bisnis per
Februari 2018, ketika itu, Guber-
nur DKI Anies Baswedan belum
memutuskan untuk melanjutkan
proyek normalisasi Sungai Cili-
wung meskipun Dinas Tata Air
DKI memberi sinyal melanjutkan
proyek tersebut.

Kepala Dinas Tata Air DKI ketika
itu, Tegun Hendrawan, mengatakan
bahwa sudah ada anggaran untuk
pembebasan lahan.



“Seperti saya sampaikan progres nor-
malisasi tetap lanjut karena sudah diang-
garkan sebesar Rp1,30 triliun,” tegasnya.
(Bisnis, 10 Feb. 2018)

Berdasarkan data APBD DKI 2018, pagu
anggaran untuk Program Pengendalian
Banjir dengan nomor kegiatan 1.03.01.019
pengadaan tanah sungai/saluran sebesar
Rp853,30 miliar.

Adapun, sisanya sebesar Rp500 miliar
dialokasikan untuk pembebasan lahan
waduk, situ, dan embung. “Masih lan-
jut kok. Kami akan lakukan percepatan
pembebasan lahan.”

Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI
Jakarta Saefullah memberi sinyal bah-
wa pemprov akan melanjutkan program
normalisasi Sungai Ciliwung bersama
Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung
Cisadane (BBWSCC).

“Normalisasi sungai menjadi solusi
penanganan banjir Jakarta karena bisa
mengembalikan fungsi sungai,” kata
Saefullah.

Tugas Pemprov DKI dalam proyek terse-
but adalah membebaskan lahan bantaran
kali yang saat ini dibangun rumah dan
bangunan liar lainnya.

Setelah lahan bebas, BBWSCC dapat
membangun konstruksi berupa turap

atau sheet pile dan jalan inspeksi.

Foto/Antara

Namun, Saefullah tak menampik
bahwa banyak hal yang mengham-
bat proses pembebasan lahan di
Ciliwung.

“Yang bikin lama itu proses adminis-
trasinya. Alat dasar untuk mengecek hak
atas tanah kan sertifikat. Kalau sertifi-
katnya jelas ya, langsung di-appraisal,
bayar. Cespleng,” jelasnya.

Justru, Saefullah menambahkan bahwa
yang banyak terjadi di bantaran Ciliwung,
warga yang tinggal tidak memiliki ser-
tifikat yang sahih.

Oleh Kkarena itu, Dinas Tata Air DKI
harus berhati-hati dalam mengecek ad-
ministrasi, termasuk asli atau tidaknya
sertifikat yang dimiliki warga.

Gubernur DKI Anies Baswedan belum
menunjukkan ketegasan atas kelanjutan
proyek normalisasi.

Saat itu, Anies memilih istilah
naturalisasi sungai dan membenarkan
jika hal itu merupakan salah satu
cara untuk mengantisipasi banjir.
Namun, dia tetap enggan berko-
mentar lebih jauh soal kelanjutan
normalisasi.

“Enggak mau. Nanti. Sampai situ dulu.
Saya enggak mau berkontroversi dulu lah.
Kita beresin dulu soal pengungsinya. Kita
amankan,” tegasnya. (Zufrizai) £



Kamis, 4 April
Judul Kondisi 30 PDAM Diupayakan Sehat Tanggal Z(a)rlngls, pri
Media Bisnis Indonesia (Halaman, 7)
Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum menargetkan penyehatan
Resume L L .
kinerja 30 perusahaan daerah air minum sepanjang 2019.

Kondisi 30 PDAM Diupayakan Sehat

Bisnis, JAKARTA — Badan
Peningkatan Penyelenggaraan
Sistem Penyediaan Air Minum
menargetkan penyehatan ki-
nerja 30 perusahaan daerah
air minum sepanjang 2019.
Dalam 5 tahun ke depan, se-
luruh perusahaan daerah air
minum di Indonesia diharapkan
memiliki kinerja yang sehat.

Kepala Badan Peningkatan
Penyelenggaraan Sistem Penye-
diaan Air Minum (BPPSPAM)
Bambang Sudiatmo mengata-
kan bahwa pihaknya setiap
tahun melakukan evaluasi ki-
nerja yang menghasilkan tiga
golongan PDAM, vyaitu sehat,
kurang sehat, dan sakit.

Pada 2018, sebanyak 18 per-
usahaan daerah air minum
(PDAM) berhasil meningkat-
kan kinerja dari kurang sehat
menjadi sehat dan dari sakit

menjadi kurang sehat.

Dari laporan kinerja 2018,
saat ini tercatat ada 223 PDAM
berkategori sehat, 99 kurang
sehat, dan 52 sakit.

Bambang menuturkan bah-
wa setiap tahun, BPPSPAM
menargetkan peningkatan
kinerja 30—40 PDAM yang
masih sakit atau kurang sehat
menjadi sehat. “Dalam 5 tahun
ke depan, semua PDAM dalam
kondisi sehat,” ujar Bambang,
Selasa (2/4).

Menurutnya, BPPSPAM bakal
fokus memberi bantuan pen-
dampingan bagi PDAM untuk
memperbaiki delapan aspek
yang mendera PDAM.

Kedelapan aspek itu yak-
ni peningkatan jam operasi
pelayanan, pemenuhan tarif
full cost recovery (FCR), penu-
runan tingkat kehilangan air,

efisiensi produksi, peningkatan
konsumsi air, penggantian me-
teran air, peningkatan cakupan
pelayanan, dan peningkatan
kompetensi pegawai.

Bambang menjelaskan bahwa
BPPSPAM bersinergi dengan
lembaga donor, asosiasi, dan
pemangku kepentingan lain
dalam program pemenuhan
akses air minum.

Sinergi diperlukan agar pro-
gram pemenuhan akses air
minum tidak tumpang tindih.
Lewat sinergi, setiap pemangku
kepentingan melibatkan PDAM
setempat dalam program pe-
ningkatan kapasitas maupun
pendampingan teknis,

Anggota BPPSPAM Unsur
Penyelenggara Henry Limbong
menambahkan bahwa pemerin-
tah daerah harus mendukung
penuh upaya peningkatan ki-

nerja PDAM.

Dia menyebutkan bahwa
komitmen pemerintah daerah
yang rendah menjadi salah
satu penyebab penyehatan
PDAM berjalan lambat. “Per-
masalahannya kompleks, setiap
PDAM juga berbeda persoal-
annya. Komitmen pemda juga
ada vang tidak jelas sehingga
PDAM dibiarkan saja, padahal
itu tanggung jawab pemda.”

Di sisi lain, BPPSPAM juga
mengusulkan kepada Kemen-
terian Dalam Negeri untuk
menghentikan tren pemekaran
PDAM sejalan dengan peme-
karan daerah.

Menurutnya, PDAM tidak
perlu memisahkan diri kendati
administrasi wilayahnya berpi-
sah. Pemekaran membuat skala
keekonomian PDAM menjadi
tidak layak. (Rivki Mautana)




Judul Memperjelas Misi OBOR Tanggal Kamis, 4 April
2019
Media Bisnis Indonesia (Halaman, 5)
Resume Pasalnya, banyak negara yang mencurigai bahwa ada muatan politis di balik Inisiatif Belt and Road
(OBOR) yang dicanangkan oleh presiden Xi Jinping tersebut.

Memperjelas Misi OBOR

o o Jabar Sutra Wilsyah Exonomsi e Prakarsa Jalur Sutra Maritim

Evolusi

Jalur Sutra

Rotterdam m./M .’/'

Dahulu kaia, Jabur Sutrs Sigambarkan sebage! jalur e
perdagangan yang harus dilewati dengan meaaiki -~
Karavan besar, menembus stepa yang luas, sedush Wy Venict
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dengan Eropa dan Afrika, Athena o

modern yang saat ini tengah dkembang- .Q N

kan oleh Presiden Xi Jinping, atsu yang dikenal \
sebagai inisiatif Belt and Road, bertujuan untuk \~
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Mencubung Inisistif Bet 2nc Rood
B werote
Ragiragu

RINLARADITYO DO

Nenera (Ana L asesr e Careni Slmamiery

Di fengch skephsme global dan “perlawanan’ sejumlah
negara terhadap program Jalur Sutra modern yang
diusung oleh China dlias Inisiatif Belt and Road,

Pemerintoh China dikabarkan tengah menyusun aturan
untuk memperjelas definisi program yang sebenamya
merupakan pengembangan jalur ekonomi.
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asalnya, banyak negua
vang mencurigal bahwa
ada mustan politis di ba-
lik Inisiatift Belt and Road
atau One Belt, One Road
(OBOR) yang dicanangkan
olely Presiden Xi Jinpeng tersebut.
Beberapa sumber yang familisr de-
ngan Indormasl ini kan bahiwa
encana fersebut bel

» Proyek OBOR diluncurkan
pada 2013 untuk membangun
kemball rute kuno jalur sutra
yang melintasi Eurasia.

nakae lebel ‘Insiatd Beft and Rood
dalam kegiatan investasi

Menurut mereka, penggunaan kabel
At nama provek pemerintah yang
tdak dlautorisast tersebut telah men-
dptakan kebingungan lentang ruang
lingkup dari indsiatif ini dan merusak
wputainya di luasr negerl.

“Komisl Refonnasl dan Pembangun-
an Nasional China [NDRC) sedang
mengerjakan daftar proyek-proyek Ini-
satll Belt and Road yang ressl dlakis
dleh Pemerintah China, Inl akan men-

yeb" ular seorang sumber ym Bdak
disebotion namanva, sepertl
melahul Bloomberg, Rabu (3/4).

NDRC dan Kementerian Luar Negerl
China tidak segera memberikan tang:

Maleysia membatalhan proyes berets o
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Sapan atas pertanyean yang dikicam-
kan oleh Bloamberg

Xi meluncurkan proyek modern
Ind untuk membangun kemball rute
perdagangan kuno melintasl Eurasla
pada 2015,

Akan tetapl, masth ads ketidak-
pastian lentang proyek apa saja v, l?
dianggap schagal baglan darl Inislat

Adapun,

tuk medawan kritik terhadap
besutan Preséden Xi di

nya kekhawatioan terkalt po-
ftensd behan utang yang akan membu
M negara lain rentan terhadap tujuan
strategis Beijing yang lebih Juas.
Sebelumnya Wakil Presiden Asserthas
Serikat Mie Pence telah memperingat-
kan negara-negara Asia-Pasifik pada
November, untuk tidak mengumnbil
vang darl China. Dia jugsy menegis
hnMMJMMAMl menawar
kan program serupa

] 2 @ sedurub Asia sas ini
e menilai kembali mandaxt inves-
sl China

Malaysls sedang berada dalam pro-
supmﬂumtnynchhumuk

mengurangi
sebesar US&.O ar yarg dlhlxa
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sedelah Perdana Menterd Mahathse
Mahamad berkusss,

Sementaa itu, Myanmar tengsh
berupaya untuk memotong niky dard
kesepabatan pembangunan pelibubhan

vang disepaiatl di bawah rezim sebe-
Iu-mva, Dk sisi lain, Mokadewa vang
memiliki caatan wtang cukup bunyak,

tdak memiliki daftar negara anggots
dan definisi yang tepat lentang aps
yang dienaksid dasi tersebul,”
menurat laporan 2007 dad frma by
kum Baker McKenzie,

Meski demikian, China telsh beruss-
ha untuk menekankan partisipasi yang
beragam dan menawarkan millaran
hantuan ulang ke negaanegaa Alrdka
dalam upaya untuk melawan keitik
bahwa fokis program adalah penye-
baran pengaruh politik Xi,

dar
USSTS miliar
menjaci sekitar
USSLY miliar

“Belt ad Road adalahs indsbathf
untuk Kerja sama ekonomi, alih-alh
alians geopolitik atau liga militer, dan
inl merupakan proses yang terbuka
dan inklusld, buban sebual bentuk
blok ekshlust! asta ‘Klub China,” kats
Xi dalam sebuah simposium pada
Agustiss tahun Ly

Pekan Ly, China bersuma alla
mevandatangand kesepakatan kerja
sama, @ mana kesepakatan ind akan
menjadikan Italis sebogsi negara per-
Lama anggota G7 yang akan tengabung
dalan proyek Infrastrukiur rkoass
“Belt and Rood”.

Sulra agsr menjodi lebih baik
dan men an maniat dash e
majuan wmst manesla,” ks Xiousd
bertermnu dengan Presiden Malia Sergio
Mattarefls P. beberapa wakm lale &
Roema, Ralla,

Nota kesepabaman ind aban mendo-
rong kerja sama yang lebih huat un-
tuk meninghation konekrivitss antara
Asia dan Eropa dalam berbagai sektor
termasuk keuangan,

Kesepakatan Ind juga menganghat
poin terialt kevangan,
perubahan iklim, d.mprinipim
terhadap herfa sama dengan China, B
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Ketika jalan tol Merak hingga Banyuwangi nyaris terhubung, tercipta harapan bahwa arus barang
Resume dan jasa akan semakin lancer. Jawa, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia,
masih memiliki peluang bergerak lebih cepat dan menciptakan pusat-pusat perekonomian baru.

Tetap Memprioritaskan Infrastruktur

etika jalan tol Merak hingga

Banyuwangi nyaris ter-

hubung, tercipta harapan
bahwa arus barang dan jasa akan
semakin lancar. Jawa, yang meru-
pakan tulang punggung perekono-
mian Indonesia, masih memiliki
peluang bergerak lebih cepat dan
menciptakan pusat-pusat perekono-
mian baru.

Ketika jalan tol Trans-Sumatra
satu persatu mulal diresmikan,
harapan lebih besar bisa kita gan-
tungkan, perekonomian Sumatra
akan bergerak jauh lebih cepat.
Kita bisa menjaga harapan bahwa
pada 2024, jalur tol yang meng-
hubungkan Lampung hingga Aceh
akan menyatu.

Ini bukan soal cerita sukses
sebuah kebijakan untuk menjadi-
kan pembangunan infrastruktur
sebagai prioritas, tetapi sebuah
langkah awal yang hasilnya masih
akan diuji kelak. Namun, kita
tetap memerlukan sebuah langkah
pertama untuk sampai pada sebu-
ah tujuan. Kita memerlukan kete-
guhan diatas rata-rata,

Apalagi, melihat ketersediaan
infr. tur di Indonesia yang
belum sepadan dengan pertumbuh-
an masyvarakat, terbuka peluang
pertumbuhan ekonomi yang tak

terkira. Ini adalah sebuah kesem-
patan tidak saja bagi industri kon-
struksi, tetapi juga industri proper-
ti, manufaktur, dan perdagangan
yang akan tumbuh bersama terba-
ngunnya jalur dan titik infrastruk-
tur baru.

Baru pada periode lima tahun
terakhir ini, kita bisa merasakan

irah bangunan infrastruktur

gitu kentara. Jalan tol saling ter-
hubung, pelabuhan dibangun, dan
bandar udara berdiri. Indonesia
memang sudah terlalu lama ter-
tinggal, bahkan untuk bisa memi-
liki jalur kereta api bawah tanah
saja, harus menunggu hingga 35
tahun.

Namun, dengan hasil lima tahun
ini tentu jauh dari cukup, karena
baru sebagian kecil sarana dan
prasanana perekonomian terba-
ngun, Siapapun presiden terpilih
pada 17 April nanti, semestinya
tetap menjadikan pembangunan
infrastruktur ini sebagai prioritas.

Prioritas pembangunan infrastruk-
tur ini sebaitknya menjadi konsensus
kedua calon presiden sebagaima-

m mereka ju mﬁhhema( pada

Knsbcrl.m;uun prioritas p.‘da
infrastruktur ini penting tidak bagi
perekonomian Indonesia ke depan,

tetapi juga berkah bagi industri
konstruksi. Pada periode di mana
pemerintah memprioritaskan pem-
bangunan infrastruktur, adalah
masa n perusahaan konstruk-
si, baik BUMN mapun swasta,

Pada saat yang sama, kapasitas
industri semestinya meningkat
karena terbukanya lapangan baru
untuk berinovasi. Prioritas peme-
rintah pada infrastruktur adalah
titik ungkit sangat besar bagi
tumbuhnya investasi di masa vang
akan datang.

Kritik terbesar dari proyek-pro-
vek infrastruktur adalah keterse-
diaan biaya dan anggapan proyek
dibangun secara ugal-ugalan.
Namun, keduanya tetap bisa dise-
diakan sebuah alasan bahwa hanya
dalam situasi terjepit, kreativitas
muncul dan sinyal kehati-hatian
bisa segera dinyalakan.

Keterbatasan biaya semestinya
juga memacu pemerintah untuk
memperbesar sumber penerima-
an melalui intensifikasi pajak.
Apalagi rasio pajak terhadap pro-
duk domestik bruto termasuk yang
terendah di Asia Tenggara.

Oleh karena itu, sungguh meru-
pakan harapan salah satu calon
presiden yang sedang berkampanye
menyebut akan menaikkan rasio

pajak hingga 16% jika terpilih. Itu
sama artinya dengan kita memiliki
sumber pembiayaan pembangunan
jauh lebih besar dari sekarang.

Harian ini perlu men risba-
wahi bahwa prioritas ter
pembangunan mfrastrukmr ml
mesti berlanjut. Kalaupun petah-
ana yang terpilih, sudah semesti-
nya infrastruktur terus dibangun,
tetapi bila terpilih presiden baru
sekalipun, melanjutkan pemba-
ngunan infrastruktur adalah kenis-
cayaan.

Masalah sumber pendanaan,
dengan tren penerimaan negara
yang terus meningkat dan bahkan
penerimaan negara melampui
target=sesuatu yang jarang terja-
di—maka harapan itu ada. Apalagi
Indonesia mampu memperta
kan tren pertumbuhan ekonomi
cukup tinggi.

Kritik juga mesti dipandang
sebagai pelecut dalam memacu
diri, seperti dalam hal BUMN
Karya yang menerima penugasan
pemerintah untuk kreatif dalam
mengelola keuangan. Hanya
dengan menjaga keuangan tetap
sehat, arus Kkas tersedia, penugasan
pemerintah bisa dijalankan dan
pembangunan infrastruktur bisa
berlanjut. B




